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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

  Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab 

sebelumnya, maka dapat ditarik simpulan bahwa hasil pengujian hipotesis 

menemukan bahwa PBB-P2 Kota Gorontalo sebelum desentralisasi tidak 

memiliki perbedaan signifikan dibandingkan dengan PBB-P2 Kota 

Gorontalo setelah desentralisasi, dikarenakan nilai thitung lebih kecil 

dibandingkan nilai ttabel artinya Pemerintah Daerah sudah mampu 

mencapai hasil-hasil pengelolaan seperti yang dicapai oleh Pemerintah 

Pusat. 

 
5.2 Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan yang telah diuraikan di 

atas, maka saran penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Sebaiknya pihak Pemerintah Kota Gorontalo melakukan tindakan-

tindakan dan langkah konkrit berupa intensifikasi dan ekstensifikasi 

pajak terkait penerimaan PBB-P2. Serta perlunya sosialisasi kepada 

masyarakat akan pentingnya penerimaan pajak ini bagi daerah tingkat 

dua (Kabupaten/Kota) agar lebih bisa meningkatkan pendapatan  

daerah khususnya dari hasil PBB-P2. 

2. Perlunya koordinasi antara Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah 

Kota terkait penerimaan PBB-P2 dan efektivitasnya. 
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